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Pasal 382 

 
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Sekretaris 

DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Biro 

beserta jajarannya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, 

integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-

masing organisasi dan antar satuan organisasi sesuai dengan 

tugas masing-masing. 

(2) Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pimpinan 

Unit Organisasi melaksanakan Sistem Kerja dengan 

berpedoman pada mekanisme kerja dan menyusun peta proses 

bisnis, yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif 

dan efesien antar unit organisasi. 

(3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), pimpinan unit organisasi membentuk Tim Kerja 

pada perangkat daerah yang penetapannya ditetapkan dengan 

Keputusan Gubernur. 

 
Pasal 383 

 
(1) Sekretaris Daerah melaksanakan tugasnya berdasarkan 

kebijakan yang 
 

ditetapkan oleh Gubernur. 

(2) Sekretaris Daerah berkewajiban membantu Gubernur dalam 

menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan 

Dinas, Badan dan Unit Pelaksana lainnya. 

(3) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan dan memberikan 

penjelasan teknis dan/atau keterangan kepada Gubernur melalui 

Sekretaris Daerah perihal kebijakan Pemerintah Daerah. 

(4) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan dinas daerah 

bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan 



bawahannya masing-masing dalam pelaksanaan tugas sehari-

hari. 

 
Pasal 384 

 
(1) Dalam hal memimpin dan mengelola unit organisasi, pimpinan unit 

kerja memiliki dan melaksanakan fungsi dan prinsip manajerial 

dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. 

(2) Fungsi dan prinsip manajerial sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) merupakan fungsi yang diterapkan oleh pimpinan unit kerja 

untuk memimpin, dan/atau mengelola unit organisasi yakni 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang baik. 

(3) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 

b. Jabatan Administrator; dan 

c. Jabatan Pengawas. 

 
Pasal 385 

 
(1) Fungsi dan Prinsip manajerial pada Pimpinan unit kerja untuk 

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 385 ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut: 

a. merumuskan program kerja di lingkungan Perangkat

 Daerah berdasarkan rencana strategis 

Perangkat Daerah; 

b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan

 Perangkat Daerah; 

c. membina bawahan di lingkungan Perangkat Daerah; 

d. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan 

Perangkat Daerah; 

 

e. merumuskan kebijakan terkait akuntabilitas kinerja dan 

reformasi birokrasi Perangkat Daerah; 

f. melaksanakan pemantauan dan pembinaan tugas Perangkat 
Daerah; 

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan 

Perangkat Daerah; dan 

h. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan 

Perangkat Daerah. 

(2) Fungsi dan Prinsip manajerial pada Pimpinan unit kerja untuk 

Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b 

adalah sebagai berikut: 

a. menyusun program kerja Perangkat Daerah; 

b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan 
sekretariat; 

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di 



lingkungan sekretariat; 

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sekretariat; 

e. mengkoordinir pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan

 reformasi birokrasi Perangkat Daerah; 

f. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan 

sekretariat; dan 

g. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat. 

(3) Fungsi dan Prinsip manajerial pada Pimpinan unit kerja untuk 

Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c 

adalah sebagai berikut: 

a. merencanakan kegiatan; 

b. membagi tugas kepada bawahan; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan; 

d. memeriksa hasil kerja bawahan; 

e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan; dan 

f. melaporkan pelaksanaan kinerja. 
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